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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari analisis dan teori yang telah dipaparkan pada pembahasan
sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Kebijakan penonaktifan peserta JKN PBI APBD di Kabupaten Pesisir
Selatan dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan anggaran daerah,
penyesuaian jumlah kuota penerima bantuan, tidak memanfaatkan
pengaksesan selama 3 sampai 6 bulan, serta proses pembaruan dan
penyesuaian data melalui DTKS dan DTSEN. Selain itu, terdapat anggapan
bahwa peserta yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan dalam jangka
waktu tertentu dianggap sudah tidak membutuhkan bantuan, meskipun
pada kenyataannya secara kondisi sosial ekonomi mereka masih tergolong
masyarakat tidak mampu.

2. Penonaktifan kepesertaan JKN PBI APBD membawa dampak besar
terhadap akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Peserta
yang dinonaktifkan kehilangan jaminan pembiayaan kesehatan, sehingga
harus mengeluarkan biaya sendiri, menunda pengobatan, atau bahkan
tidak berobat sama sekali. Kondisi ini meningkatkan pengeluaran
kesehatan dari kantong pribadi, memperbesar risiko kemiskinan akibat
sakit, serta menghambat terwujudnya cakupan kesehatan semesta
Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan penonaktifan
tersebut belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan
umum, dan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang amanah
kekuasaan (ulil amri) dalam menjamin hak dasar rakyat, khususnya hak
atas kesehatan sebagai bagian dari perlindungan jiwa (hifz al-nafs).
Penonaktifan yang lebih menitikberatkan pada aspek administratif tanpa

mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi nyata masyarakat berpotensi
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menimbulkan ketidakadilan dan tidak sejalan dengan tujuan syariat yang

mengutamakan perlindungan terhadap kelompok lemah dan rentan.

5.2 Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran

sebagai bahan pertimbangan kepada:

1.

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan perlu melakukan
evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan penonaktifan peserta JKN
PBI APBD, dengan tidak menjadikan ketidakaktifan penggunaan layanan
sebagai satu-satunya alasan penonaktifan, tetapi juga mempertimbangkan

kondisi sosial ekonomi masyarakat secara nyata.

. Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil perlu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data
agar kesalahan administrasi yang berujung pada hilangnya hak jaminan

kesehatan masyarakat miskin dapat diminimalkan.

. Instansi terkait perlu memperkuat kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

mengenai status kepesertaan, prosedur pembaruan data, serta mekanisme
pengaduan, memastikan bahwasanya masyarakat mengetahui adanya
aturan tersebut, sehingga masyarakat tau kewajibannya dan tidak
kehilangan akses pelayanan kesehatan secara tiba-tiba.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah sebagai pemegang
amanah hendaknya menjadikan perlindungan jiwa dan kemaslahatan
umum sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan di bidang kesehatan,
sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan,
keberpihakan kepada kelompok rentan, serta tanggung jawab moral dan

konstitusional negara.

. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji kebijakan JKN PBI

dengan pendekatan perbandingan antar daerah atau dengan pendalaman
analisis maqashid syariah, agar dapat dirumuskan model kebijakan

jaminan  kesehatan @ yang lebih adil, dan  berkelanjutan.
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